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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2017 

TENTANG 

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.    bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima 

pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan 

menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga 

kesehatan yang memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai 

dengan bidang keahlian yang dimiliki; 

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 122); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 

tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara 

Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1320); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi 

Bidan; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;  

1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari 

pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan 

yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan 

kebidanan. 

3. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat 

STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

4. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian 

kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. 

5. Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan 

rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan 

oleh Bidan secara perorangan. 

6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja 

yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 

untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau masyarakat. 
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8. Organisasi Profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga 

kesehatan bidan di Indonesia. 

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

BAB II 

PERIZINAN 

 

Bagian Kesatu 

Kualifikasi Bidan 

 

Pasal 2 

Dalam menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah 

memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan. 

 

Bagian Kedua 

STRB 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat 

melakukan praktik keprofesiannya. 

(2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama 5 (lima) tahun. 
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(4) Contoh surat STRB di Formulir II tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang 

selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

SIPB 

 

Pasal 5 

(1) Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib 

memiliki SIPB. 

(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Bidan yang telah memiliki STRB.  

(3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 

1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama STRB masih berlaku, dan dapat diperpanjang 

selama memenuhi persyaratan.  

 

Pasal 6 

(1) Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPB. 

(2) Permohonan SIPB kedua, harus dilakukan dengan 

menunjukan SIPB pertama. 

 

Pasal 7 

(1) SIPB diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus ditembuskan kepada dinas kesehatan 

kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin  merupakan dinas 

kesehatan kabupaten/kota, Penerbitan SIPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan. 
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